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TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94
Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana
telah di ubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah perlu mengatur bagaimana
mekanisme Tata Cara Pemberian Angsuran
Pembayaran Pajak Daerah;

b
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Subang tentang Tata Cara
Pemberian Angsuran Pembayaran Pajak Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang, dengan mengubah Undang-undang Nomor
14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2
. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 3686), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

3
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

4
. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7
. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang

Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

8
. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

9
. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Admin strasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang



ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ke dua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Darah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pajak Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah
Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Subang;

16. Peraturan Bupati Subang Nomor 61 Tahun 2019
Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Badan Kabupaten Subang.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK
DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1
. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Subang.

2
. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3
. Bupati adalah Bupati Subang.

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah
Badan yang diberikan kewenangan mengelola Pendapatan Daerah.

5
. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan yang memiliki

kewenangan mengelola Pendapatan Daerah.
6

. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7
. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

8
. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan

yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
Badan untuk sektor Perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk
kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

9
. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan

pedalaman serta laut wilayah Kabupaten.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara

tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,

dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

13. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan
objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.



14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT
adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak
Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yang terutang.

16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh
pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

20
. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat
kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekeijaan bebas, tempat tinggal
Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh BAPENDA.

21. Surat Perintah Pemeriksaan PBB yang selanjutnya disebut dengan SP2PBB
adalah surat perintah untuk melaksanakan Pemeriksaan.

22. Pemeriksaan ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek
pajak untuk tahun pajak yang telah diperiksa pada Pemeriksaan
sebelumnya.

23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.



BAB II

PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN

PAJAK DAERAH

Pasal 2

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur
pembayaran pajak daerah yang masih harus dibayar dalam SPPT, SKPD,
STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayar bertambah.

(2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diajukan paling lama 9 (sembilan) hari keija sebelum jatuh tempo
pembayaran.

(3) Angsuran pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan dengan alasan dan bukti yang mendukung permohonan,
serta :

a. Jumlah pembayaran pajak daerah yang dimohon untuk diangsur, masa
angsuran, dan besarnya angsuran; atau

b. Jumlah pajak daerah yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu
penundaan.

(4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Wajib Pajak
mengalami keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak
tidak mampu melunasi utang pajak tepat pada waktunya.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN

PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Persyaratan Permohonan

Pasal 3

Permohonan pemberian angsuran harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut :

a) Permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib
Pajak atau Penanggung Pajak, menggunakan bahasa Indonesia;

b) Permohonan untuk mengangsur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
harus mencantumkan alasan untuk mengangsur pembayaran Pajak
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4), dan
dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
1

. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP- El);
2

. Surat kuasa bagi yang diberi kuasa bermaterai;
3

. Fotokopi KTP- El penerima kuasa;



4
. SPPT asli, SKPD asli, STPD asli, SKPDKB Asli, SKPDKBT Asli atau Surat

Keputusan Pembetulan asli atau Surat Keputusan Keberatan asli atau
Putusan Banding;

5
. Dokumen pendukung yang relevan.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian

Pasal 4

Permohonan mengangsur pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 diberikan dengan mempertimbangkan :

a. aspek alasan mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4); dan

b
. aspek kelengkapan persyaratan permohonan mengangsur atau menunda

pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b.

Bagian Ketiga

Prosedur

Pasal 5

(1) BAPENDA melakukan pemeriksaan berkas permohonan paling lama 7
(tujuh) hari keija sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara
lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) BAPENDA dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan mengangsur
pembayaran Pajak Daerah dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan
dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan
sebagai bahan pengkajian.

(3) Hasil pengkajian BAPENDA sebagai dasar pengambilan keputusan untuk
menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3

.

(4) Keputusan atas permohonan pemberian angsuran pembayaran Pajak
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 14
(empat belas) hari keija sejak tanggal diterimanya permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah
terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pemberian
angsuran pembayaran Pajak Daerah dianggap diterima atau dikabulkan.

Pasal 6

(1) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterima atau
dikabulkan maka Kepala BAPENDA menerbitkan Surat Keputusan
Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak Daerah.



(2) Dalam hal Permohonan Wajib Pajak ditolak, Kepala BAPENDA
menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran/Penundaan
Pembayaran Pajak Daerah.

Pasal 7

(1) Angsuran Pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal
6 ayat (1) dapat diberikan Paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak
Daerah dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(2) Dalam hal wajib Pajak disetujui untuk mengangsur pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Wajib Pajak dikenai sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Pasal 8

(1) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan berdasarkan usulan Kepala Badan dapat menetapkan
pemberian persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur
pembayaran pajak di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

(2) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan wajib pajak setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat menetapkan pemberian
persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pembayaran pajak di
bawah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan dikenakan denda
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan

BAB IV

FASILITASI

Pasal 9

(1) Kepala BAPENDA melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup

mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan
ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan
sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi
untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati ini.



BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan
Tata Cara Pemberian Angsuran Pembayaran Pajak Daerah, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI

Wak.il Bupati Subang 71
Sekda Kab. Subang h
Asda III iL
Kepala BAPENDA

Kebag Hukum Setda "

Kab. Subang k
Sek-etaris BAPENDA h

V

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 10- Yl - 2OlQ

ISUBANG,

Diundangkan di Subang
pada tanggal/ \0~ ft ~.Xo Iÿ

.ARTS DAERAH BUPATEN SUBANG
,

.

 AMINUDIW;

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR : 102




